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A B S T R A K 

Yang menjadi permasalahan: 

1. Apakah sudah efektif implementasi kebijakan otonomi daerah menurut 
UU No. 32 Tahun 2004 ? 

2. Apakah yang menjadi hambatan implementasi kebijakan otonomi daerah 
menurut UU No. 32 Tahun 2004 ? 
Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip 

hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkut paut dengan 
efektivitas dan hambatan implementasi kebijakan otonomi daerah , maka jenls 
penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, 
sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 
kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-
undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi 
(content analisys), untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu 
kesimpulan. 

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah baru dapat dilakukan 
pada tingkat prosedural {compliance) dan juga efektivitas pada tingkat 
tujuan dan hasil (result) yang diinginkan sehingga dapat menghasilkan 
manfaat nyata kepada masyarakat. 

2. Hambatan implementasi kebijakan otonomi daerah bersifat internal 
birokrasi pemerintahan dan ekstemal yakni interaksi antara lembaga 
pemegang kekuasaan otonomi daerah, yangb meliputi: 
a. dimensi kelembagaan. 
b. dimensi sumber daya manusia. 
c. dimensi ketatalaksanaan. 

d. hubungan pusat dan daerah. 
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BAB. 1 

PENDAHULUAN 

A. l-atar Belakang 

Gelombang refomiasi telah berguiir menuniut perubahan dalam segala 

laianan kehidupaii keiicgaiaan. Berkenaaii dengan resiruktutisasi ruang publik. 

suatu kesadaran baru muncLil untuk lebih meiicgakkaii kedaulatiui rakyal, 

demokrasi pemerintaiian dan pembcrdayaan ekononii kerakyalan. Dalam 

penyelenggaraan pemenntahan daerah, demokrasi dan pembcrdayaan masyarakat 

lokal menjadi wacana publik yang menuntut pen gal ok as ian dan disiHhuiton of 

power and auifiority, sella diskresi dalam metietapkiui kebijakai publik dan 

alokasi sumber penibiayaan ^ xara adit anta.a pusat dan daerah. Asas 

penyelenggaraan pemerintaiian yang mampu mcnciptakan demokratisasi dan 

pembcrdayaan masyarakat adalah asas desentralisasi yang dioperasionalkan dalam 

kebijakan otonomi daerali. 

Kondisi keterpunikan bangsa karena krisis mullidimeiisi ilu lelali 

membawa bangsa Indonesia pada suatu kesamaan persepsi dan kebulatan tekad 

untuk melakukan refonnasi total segeiiap duneiisi kehidupan kenegaraan dan 

kemasyarakatan. Hubungan antara negara dau rakyat kembali dirumuskati, tugas, 

fungsi dan tanggungjawab pemerintali kembali diietakaii untuk mcnciptakan 

kesejahteraaii rakyat melalui fungsi iitama pelayHiian publik yang berkualitas, 

jarak kekuasaan yang jauh antara rakyat dengan pemerintali didekatkan, gap 
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dalam proses pelayanan masy^arakal diperkecii dan berbagai nilai pemenntahan 

demokratis kembali ditegakan. 

BergLiliniya kebijakan nasional untuk memperbesar kualitas 

penyeienggaraan otonomi daerah melalui I ' U No 22 lalum 1999 yang seianjiUnya 

digaiiti dengan UU No.32 taium 2004 dan dirubali dengan UU No. 12 Tahun 2008 

yang merupakan hasil bekerjaiiya gerakan relbniiasi dan imlikasi global 

paradigma penyelenggaraan pemerintaiian teatunya tidak langsung berasumsi naif 

balnva sekali kebijakan oionomi daerah difonmdasikan secara otomatis pula 

iniplementasinya akan tercapai sebagaimana diharapkan pembentiik kebijakan. 

l idak jarang terjadi jurang atau gap yang lebar anuua kebijakan otonomi daerah 

dengan implementasiiiya. Sebagai salali satu produk kebijakan pemerintaii, U U 

Oionomi Daerah hams diimplcmciilasikan dan dievaluasi sehingga dapat dinilai 

tingkat keberhasilannya baik pada prose imptementasi maupun output dan 

outcome, yang diakibaikan oleh kebijaksanaan dimaksud. 

Menurut I . Nyoman Sumaiyadi, 'Tenialuunan proses implementasi 
kebijakan oionomi daerah bemrli bcmsaiia memahami apa yang 
sesunggiihnya lerjadi solclah proses penelapan kcbijakasanaan dan sesudah 
kebijaksanaan dikeijakan uiUuk selanjutnya melihat dampak yang terjadi. 
Keran itu akan diamati perilaku-perilaku stakeholders atau semua pihak 
yang berkepentingan atau akan mempeni'a' dii dan dipengaruiii oleh 
keputuaii kebijaksanaan otonomi daeralv'." 

Pada tahap implementasi kebijakan desntralisasi terdapar sejumlaii 

variable yang bekeija bagi kcberhasilan atau kegagalan kebijakan otonomi daerah. 

Dengan demikian, kajian terhadap implementasi kebijaksanaan otonomi daerah 

menjadi sangat krusial daiani menemukan dan merumuskanstrategi-strategi 

''l,N\oniaii Surniirjadi, hjcklijilm Jmplcmen/cisi Kebijakan Oionomi Ikienih, Citru 
Ulaiiia, Jakarta. 2005. Him. 10 



implementasi kebijakan yang berupa memaksimalkan dampak pendukung serta 

mengetisipasi dan mengatasi hambatan yang timbul Cheema & Rondinelii 

mengemukakan bahwa: "Decentralization is not a quick fix fior the 

administrative political or economic problems ofideveloping countries". ' oleh 

karenanya pada era reformasi ini, akan lebih bijaksana bila tidak dilakukan 

evaluasi melainkan melakukan pemotretan terhadap proses implementasi 

kebijaksanaan otonomi daerah. 

Pemahaman menyeluruh dan benar terhadap otonomi daerah dimulai 

dari kesamaan persepsi bahwa otonomi daerah adalah suatu kebijaksanaan 

publik yang ditetapkan pemerintah menuju reformasi sistem pemerintahan 

sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik. 

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan ini dapat terjawab 

dengan jelas dan terinci dengan menuangkannya di dalam suatu skripsi dengan 

judul: " E F E K T I V I T A S DAN H A M B A T A N I M P L E M E N T A S I K E B I J A K A N 

OTONOMI D A E R A H M E N U R U T UNDANG-UNDANG NO. 32 T A H U N 

2004 ". 

B. Permasalahan 

Yang menjadi permasalahan adalah: 

1. Apakah sudah efektif implementasi kebijakan otonomi daerah menurut 

undang-undang No.32 tahun 2004 ? 

' Cheema, G Shabbir dan Dennis A Rodineili, (edj. Deceruralization and Development, 
Policy Implementation in Developing Coutries, California. Sage Publication. Inc Beverly Hills. 
1983 
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2. Apakah yang menjadi hambatan implementasi kebijakan otonomi daerah 

menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 ? 

C . Ruang Lingkup dan Tujuan. 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap efektivitas dan hambatan implementasi kebijakan otonomi daerah, 

tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan pokok pembahasan daiam skripsi ini 

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai efektivitas 

implementasi kebijakan otonomi daerah dan hambatannya, guna melengkapi 

pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

Hasil penelitiannya diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang lata negara dan 

administrasi negara, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang 

dipersembahkan kepada almamater. 

D. Metodelogi 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip 

hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkut paut dengan 

efektivitas dan hambatan implementasi kebijakan otonomi daerah, maka jenis 
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penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, 

sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi 

(content analisys), untuk selanjutnya dikonstruksi didalam suatu kesimpulan. 
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UAB.Il 

TINJAIJAN PIJSTAKA 

A. Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah 

Otonomi ataii autonomy berasal dari bahasa Yunani. auto yang berarti 

sendin dan nomas yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of 

Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalali the legal self 

sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikal dari 

otinomi yakni legal self suficieiuy dan actual independence. Dalam kaitannya 

dengan poiitik atau pemerintaiian, otonomi daerali berarti self government atau the 

conJitit/n of living under one's uwn laws. 

Jadi otonomi daerali adalali yang memiliki legal self sufficiency yang 

bersifat self government yang diatur dan iiurus oleh own laws, karenr ilu ctonomi 

lebih menitik beratkan aspirasi da"' pada kondisi.^' 

Otonomi daerali menurut U U No.5 taliuii 1974 adalali hak, wewenang dan 

kewajiban daerali untuk mengalur dan mengurus rumah langganya sendiri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. Sedangkan menurut U U 

No.22 taliun 1999, otonomi daerah adalali kewenangan daerali otonom untuk 

mengatur dan menguitis kepentingan masyarakat setempat sesuai dengjin 

peialuraii peruiKhing-uiulaiigHn. UU No 32 lalum 2004 lenlang Pemerinlalian 

Dareah mendefenisikan otonomi daerah sebagai, liak, wewenang dan kewajiban 

Nyomaii Suuiajsadi, Op. Cii. Him. 39 
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daerali otonom untiik mengatur dan mengusnis sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa oionomi daerali pada 

hakikatnya adalah: 

1. ilak mengums mmali tangga sendin bagi suatu daerali otonom. Hak 
lerscbut bersumber dari wewenang pangkai dan urusan-urusan pemerintah 
(pusat) yang diseralikan kepada daerali. Istilah sendiri dalam mengatur dan 
mengums rumah tangga merupakan imi keoionomian suatu daerali, 
penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, sena peinbiayaan 
dan periaiiggungjawaban daerah sendiri, maka hak ilu dikembalikan 
kepada pihak yang inembcri dan bcnibah kembali menjadi urusan 
pemerintah (pusat)' 

2. Dalam kebebasan meiijalankan hak mengums dan mengatur mmali tangga, 
daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar 
batas-batas wilayah daeralinya, 

3. Daerali tidak boleh mencampLui hak mengatur dan mengurus nuiiali 
tangga lain sesuai dengan wewenang pangkai dan umsaii yang diseralikan 
kepadanya."*' 

Otonomi tidak meinbawahi otonomi daerah tain, hak inengatur dan 

mengurus mmah tangga sendiri tidak merupakan subominasi hak mengatur dan 

mengums rumali tangga daeraii lain. Dengan demikian suatu daerali otonom 

adalah daerah yang self government, self snfficiemy, self oaulhonty dan self 

regufuiion to its lows and ajfairs dari daerah lainiiya baik secara veuikal maupun 

horozoiUa! karena daerah otonom memiliki aciiiul iiidependenee. Menurut 

Taliziduliu Ndara, "Indikator suatu daerali menjadi otonom seielaii meiaksanakan 

kebijakan otonomi daerah melipuli makna daerah ii iclaii secara nyata menjadi 

satuan masyarakat hukum, sa(i..in unit ekonomi publik, satiian unit sosial budaya, 

satuan unit lingkungan hidup dan menjadi satuan subsistem poiitik nasional".'*' 

^Hbid, film. 40-41 
'̂'I'aJizidufiu Ndara , Kyhcmohgv (ilmu i'vmcnnluhiin Baru), Riiieka fipla, Jakarta 

21K)3. Him. 41 
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Tujan utama dari kebijakau desentrabsas adalah. disatii pihak 

membebaskan pcmeiintali pusat dari beban-beban yang tidak pcrlu dalain 

menangani urusan domestik, sehingga ia berkeseinpatan mempelajari, memalumii. 

inerespon berbagai kecenderungan global dan mengainbil manfaal dari padanya. 

Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi 

pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak 

dengan desenralisasi kewenangan pemerintah ke daearli, maka daerah akan 

mengalaini proses pembcrdayaan yang signifikan. Keinainpuan prakarsa dan 

kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabiiitas dalam mengatasi berbagai 

masalaJi domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol dari 

adanya 'Irust" dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini akan dengan 

sendirinya mcngembahkan iiarga diri pemerintali dan masyarakat daerah. Kalau 

dalam sistem yang sentrahstikmereka tidak bisa berbuat banyak dalam hal 

mengatasi berbagai maslali, akibat dari tiada atau kurangnya kewenangan yang 

mereka milik. dalam sistem otonomi ini meieka diiantang untuk secara kreatif 

menemukan solusi-solusi alas berbagai niasalah yang dihadapi. 

Di masa lain, banyak masalali terjadi di daerali yang tidak teitangani 

secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Ini 

herkeiiaan dengan koiithk peitaaalian, keliakaran hutan, pengelolaan 

periambangan. perijinan iiweslasi, kerusakan lingkungan, alokasi angaran dari 

dana subsidi pemenntah pusat, penetapan prioritas pembangiinan. penyusunan 

organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan 

dalam jabatan strukturai, perubalian batas administrasi, penibeniuka- kecamatan. 



keiuralian dan desa. serta pemilihan kepala daerah. Sekarang dengan berlakunya 

Undang-undang Nomor 12 l aliun 208 tantang Perubalian Kcdua Undang-undang 

Nomor 32 Taliuii 2004 teiitang Peiiierintalian Daerali, kewenangan tu 

didescntralisasikan ke daeraii. Artinya pemerintali dan masyarakat di daerah 

dipcrsilalikan mengurus nimali langganya sendiri secara bertanggungjawab. 

Pemerintali pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendomiiiasi mereka. Peran 

pemerintali pusat dalam konteks desentralisasi ini adalali melakukan 

supervisi.inemaiUmi, iiicngawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan oionomi daerali. 

Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan otonomi daerali, diperlukan 

komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang konsisten dari pemerintali pusat. 

Dari pemerintah daerah juga diharapkan iahiriiya pemimpiii-pmimpiii penieriiiiali 

yang demokratis, DPRD yang mampu incnjebalani antara imitutaii rakyal dengan 

kcmampuan pemerintah, organisasi masyarakat yang mampu nieiiiobilisasi 

dukuiigaii terhadap kebijakan yang mengumungkiui masyarakat iuas, kebijakan 

ekonomi yang berpihak pada penibukaaii lapatigaii kerja dan kenuidalian 

berusalia, serta berbagai iicndekataii sosial budaya yang secaia terns mcnerus 

inenyubiirkan hannoni dan solidaritas antar warga, 

Pengeaiaii otonomi daerali adalali keleluasaan dalam bentuk hak dan 

wewenang serta ewajiban dan taiiggmig jawab badan peiiieriiitah daerali uaiiik 

mengalur dan mengurus ninmh tangga dacrahnya sebagai inveslasi dari 

desenlralisasi. Sebagai konsekwensi pemberian otonomi kepada datrah dalam 

wujud hak dan kewenangan mengatur dan mengums rumah tangga daeralinya, 

penienntaii daerali berkewajiban untuk mempenanguiig jawabkan beik kepada 
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negara dan bangsa, maupun kepada masyarakat dan lingkimgannya. Jadi, otonomi 

daeraii adalali kewenangan daeraii oioiioiii uiiiuk inengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

inasyHrakat sesuai dengan aturan yang ada. [feivviijudan konsep descniraiisasi 

pada tingkat daeraii adalah otonomi daerah sehingga dengan deinikia.i. otonomi 

daeraii merupakan imphkasi dari direrapkannya kebijakait desentralisasi dalam 

suatu negaia. 

Bayu Sinyaningiat, inerimiuskan otonomi daerah sebagai wewenang uiitiik 

mengatur dan mengurus riunali tangga daerah.'" Selain ilu menurut Amrali 

Muslimin baliwa otonomi daerah berani berpemerititalian sendiri <• 'suai paliam 

cittur praja yang meliputi !• ngsi membeim... peruiidangan {weigeving). 

pelaksanaan undang-undang (uitvoenng). Ke|)otisian (polifie) dan pcradiian 

{recbtspraak). Keempat fungsi mi dijaiankan oleh daerali otonomi dalam rangka 

menyelenggarakaii kesejaliteraan masyarakat secara terbatas dalam bidang yang 

lidak dilaksanakan pemerintali pusat. 

Besaran oionomi yang diberikHii kepada pemerintah daerah menurut Viera 

dapat diteiitukan dari 3 (tiga) iiistnimen analisis. Dikeniukakaiinya balnva. 

Among ail possible niJicciiors of ihe concepis, three seetii to be more 
accurate and reiliable than othersai the present stag of political ingttiry -. I) 
measurement oj the relative proportion of local to national public servant, 
2) measurement of the relative proportion of local to central public 
expendiiure, and 3) measurement of ihe relative proportion of local to 
central public revenues.'' 

Bayu Sur\;iningral, Pemerinta/ujn Dun AJmnvsirasi Desa. Mekar Djaja, Bandung. 
Tanpa Tahun. film 49 

'Viera (Ualam tkum ICuswara). Olunomi Daerah l/nluk Demokrasi IXin Fembentayaan, 
YavQsan Pariba. Jakaita, 2001. Him, 49 
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Berdasarkan berbagai pemikiran teoritik tentang otonomi daerah, 

desentralisasi dan ukuran besaran pemberian otonomi daerali kepada daerali 

otonomi tersebui, telaJi enjadi jelas bahwa ibrinulasi maupun implementasi 

kebijakan otonomi daerah seyogyanya sudah mempcrlimbangkan berbagai input 

teontik sehingga dapat dieiimimr pendangkalan-pendangkalan makna otonomi 

daerali demi tercapainya tujuan desentralisasi itu sendiri. 

Imi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah lerdapalnya keleluasaan 

penierinlali daerah untuk ineiiyelenggamkan peineriiUah sendiri atas dasar 

prakarsa, kreativitas, dan peranserta aktif nias>arakat dalam rangka 

meiigeinbangkan dan memajukan daeralinya. Membenkan otonomi daerali tidak 

haiiya berarti melaksanakaii demokiasi di lapisan bawali tetapi juga mendorong 

olo-aklivitas unluk meiaksanakan sendiri apa yang dianggap penlnig bagi 

lingkungan sendin. Dengan berkembaiignya demokrasi dari bawaii maka rakyat 

lidak saja meiientukan nasibnya sendiri, mclainkaii yang utama adalali berupaya 

meniperbaiki nasibnya sendiri. Ilal ilu dapat diwujudkan dengan memberikan 

kewenangan yang cukup luas kepada penierinlab aerali gmia mengurus dan 

mengatur serta mengembangkan daeralinya sesuai kepentingan dan potensi 

daeralinya. kewenangan artinya keleluasaan untuk inenggunakaii dana baik yang 

berasal dari daerali sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluaii daeralinya 

tanpa campur tangaii pusai. keleluasaan beiprakarsa, memilih alieniatif. 

menentukan prioritas dan mengdmhil keputusan untuk kepentingan daeralinya 

keleluasaan untuk memanfaatkan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang iiiemadai, yang didasarkaii kriteria objekiif dan adil. Berdasaikaii pokok-
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pokok pergeseran prinsip-prinsip penyeienggaraan pemerintah daerah dalam 

kerangka retbnnasi pemerintaiian. 

Pada liakekatnya kebjakaii otonomi daerah di Indonesia dalam era 

rcfoniiHsi merupakan pokok-jiokok refonnasi manajemen "pemerinlalian daerali". 

Secara subslansiak reformasi pemerintaiian ditingkat sub nasional menipakan 

planned change, perubalian yang direncanakan atau ttuended change, perubalian 

yang dikeliendaki pada elemen-elemeii utama pemerimahan daerali. Perubahan itu 

dilakukan dengan sengaja dan secara sadar atau bersifat artificial man made dan 

tidak lerjadi secara otomatik 

Sekalipun tersedia jumlali pilihan pendekatan mengenai rentang dan 

liiigkup perubalian yang dituju, naiiiun pilihan lebih pada drastic change dari pada 

gradual change PeneiUuan waktu implemenlasi kebijakan tergolong cep.K lebib 

merupakan keingiiian sepihak para poiitisi, pemcrntah meniperkuai dianutnya 

pendekatan drastic change tersebut. Oleli kaiena itii ada banyak kontlik krisis dau 

turbulance yang terjadi meiiginngi implementasi kebijakan terasa lebih besai. 

Otonomi daeraii sebagai salali satu bentuk desentralisasi pemerintahan 

pada iiakikatiiya ditujukan untuk menienuhi kepentingan bangsa secara 

keseluruliaii, yaitu upaya untuk lebih iiieiidekati luiuan-tujuaii peiiyelenggaraau 

pemerintaiian untuk mewujudkan cita-cita iiiasymakat yang lebih baik. suatu 

masyarakat yang lebih adil dan makimir. 

Tujuan pemberian otonomi kepada daerali Jalali untuk memuiigkinkan 

daerah yang bersngkutan mengatur dan mengurus rumali tangga sendin, untuk 
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mcningkatkan daya gima dan hasil giina penyeienggaraan pemenntahan dalam 

rangka pelayaiian terhadap masyarakat dan pelaksanaan pcmbangunan. 

Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerali, 

tujuan pemberian otonomi kepada daerali setidak-tidaknya meliputi 4 aspek, 

sebagai berikut: 

1. Dari segi poiitik adalah untuk mcngikutscrtakan, incnyalurkan inspirasi 
dan aspirasi masyarakat, baik tmtuk kepentingan daerali sendiri, maupun 
untuk meiidukung poiitik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka 
pembangiinan daiani proses demokrasi di lapisan bawah, 

2. Dari segi manajemen peiiieriiilaiian, adalali untuk ineningkatkan daya guna 
dan liasil guna penyelenggaraan pemerintaiian, lenitaina dalam 
memberikan pelayaiian terhadap masyai'akat dengan memperluas jenis-
jenis pelayaiian dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat, 

3. Dari segi kemasyarakatan, untuk inciiingkatkaii panisipasi serta 
memunbuhkan keniandinan masyarakat, dengan melakukan usalia 
peiiiberdayaan {anpowcnneni), sehingga masyarakat makiii mandiri, dan 
lidak tcrlaUi banyak bcrgantung pada pemberian pemerintali scria memiliki 
daya saingyang kuat dalam proses penmnbuliannya, 

4. Dan segi ekonomi pembangiinan. adalah untuk inelaearkan pelaksanaan 
program pembangiinan guna tercapainya kesejahteiaan rakyat yang makin 
meningkat.'" 

Dengan demikian inti pelaksiuiaan otonomi daerali adalali terdapaiiiya 

kclcluasmiii pemerintah daerali {uiscreltonury power) iiiiiuk menyclcnggaiakan 

pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta aktif 

masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah. Memberikan 

otoiioni! daerali tidk hanya berani meiaksanakan demokrasi di lapisan bawali, 

tetapi juga mendorong olo-aklivitas unluk meiaksanakan sendiri apa yang 

dianggap penting bagi lingkungan sendiri. 

Voman SimiaAadi. Dp f V/. Hliii S.l 
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B. Urgensi Pemberian Otonomi Daerah 

Prinsip pemberian otonomi kepada daer ' i adalali prinsip demokrasi, 

pembeidayaaii masyaiakal dan aparat serta pelayaiian uiiimii, penierataaii dan 

keadilan dengan memperhaiikaii keanekaiagainan daerah. Pemerintah daerali 

memiliki keleluasaan daiain pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-

batas kewenaiigaiinya untuk mengembangkan seluruli potensi yang dimilikinya 

guna mendukung kualitas pelayaiian kepada masyarakat. Hal yang meiidasai' 

daiain UU Otonomi daerali adlali mendorong dan memberdayakan masyarakat, 

meiiumbuh kenibangkan prakarsa dan kreativitas dengan menempatkan 

masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pcmbangunan, 

mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan paiadignia baru, pemerintali 

daerali diharapkan lebili siap menyongsong seliap perubalian yang teijadi diinasa 

datang. Nilai demokrasi akan memberi uiang yang lebih leiuasa bagi masyarakat 

dalam menentukan pilihan dan mcngekspresikan din secara rasional seliingga 

dominasi kekuatan negaia akan dikurangi. Dalain penyelenggaraan negara, aparat 

licndaknya lidak liariis slalu meiaksanakan sendiri tetapi justru lebih banyak 

bersifat niengarahkan, steering rather than rowing atau memilih konibinasi paling 

optimal antara meiaksanakan atau meiigaralikan. Sesuatu yang telali dilakukan 

masyarakat heiidaknya tidak lagi dilaksanakan pemerintah. 

Pemerinlah cukup melakukan upaya empowering dengan spirit inencapai 

kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat, Artinya keputusan atas pilihan itu 

mesti didasan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan daii kualitas 

pelayanan masyarakat. Dengan diletapkaiinya UU Otonomi Daerali, telali terjadi 
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penibahaii manajemen pemcrintahari yang sentralistik menjadi desentralistrik, dari 

semula bersifat penyeragaman menjadi keaneka ragmnan dalam kesatuan. Di 

masa UU No. 5 Tahun 1974, pemerintah terialu meiidominasi pelaksanaan 

peinbaiigunaii tennasiik dalam pcreneanaannya. inp down plumung lebih 

daniinan dari pada hoiiom up planning. Masyarakat tidak banyak terlibat daiam 

proses peiiibuatan rencana tetapi lebih banva' dilibatkan daiam taliap 

pelaksanaan. 

Perubahan manajemen pemeriiUahan juga merupakan konsekuensi logis 

adanya paradigma pemerintahan sebagaimana tuntutan U U Otonomi daerah, yakni 

demokrasi dalam proses pengambilan keputusan, pembcrdayaan aparat dan 

masyarakat serta pelayanan unuim. Tujuan utama penyeienggaraan pemerintaiian 

adalah dalain rangka peningkatan kesejaliteraan dan pelayamui masyarakat. 

Perubahan mendasar lainnya adalah ada hubuiigmi kewenangan fungsional dan 

strukturai antara pemerintali provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerali otonoiii, 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, guberiiur memiliki kewenangan dalam 

membina dan mengawasi penyelenggaiaan pemerintahan kabupaten/kota dan 

pemerintahan daerah. Pertimbangan propinsi sebagai daeraii otonom terbatas yang 

merangkap wilayali administrasi maksudiiya sebagaimana disebutkan dalam 

penjelasaii UU No. 32 tahun 2004 sebagai niana telah diubali dengan UU No. 12 

tahiui 2008, adalali: 

a. untuk memeliliara hubungan yang serasi anlara jjusat dan daerah dalam 

kerangka N K R l , 
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b. untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah 

kabupaten/kota dan meiaksanakan kewenangan otonomi daerah yang 

tidak atau beluin dapat dilaksanakan kabupaien/l;ota, 

c, untuk meiaksanakan tugas pemenntahan tertentu ymig dihnipahkan daiam 

rangka pelaksanaa asas dekonsenrrasi. 

Pemberian otonomi yang luas kepada daerali tidak terlepas daii tuntutan 

kepemerintahan yang baik {good g(fvernance). Asosiasi pemerintali daerali 

propinsi dan kabu[)alenAola dapat beiperan tlatam mcwujudkan tuntutan tersebut. 

Sebagaimana dipahanii bersama, kepemerintahan yang baik merupakan bentuk 

tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang diui bcrkeadilan antar sektor-

sektor negara, niasyaiakat bisnis dan masyarakat i adaiii. Dalam mewujudkan 

laianan ilu paling tidak melipul hal-lia! sebagai berikut: 

a. pemtik berataii manajemen sektor publik pada perlunya memanfaatkan 
keuangan yang efisien dan manajemen S D M melalui perbaikan dan 
peningkatan anggaian, akutansi dan pelaporan serta mcnghilangkaii 
ketidak ehsienan pada BUMN. D, 

b. akuntabilitas pada pelayanan publi, leriiiasuk akuntasi yiuig 
efcktipaudiling dan desentralisasi serta incnyadarkaii pegawai pemerintah 
dalam memperlanggungiawabkaii lindakan dan langgapan mereka 
terhadap koiisumeii, 

c. adanya peraturan di nuika mengenai kerangka kerja hukum, adanya 
tatanan judiciaiy yang mdependen dan dapat dipercaya dan mekanisme 
penegakan hukum, 

d. tersedianyaintbmiasi dan transparansi dalam rangka ineningkatkan analisis 
kebijakan, mengemukakan debat publik dan mengurangi risiko ata 
koriipsi.'^' 

Pnnsip pemberian otonomi kepada daerah menurut UU No. 32 talnin 2004 

sebagai niana diiibah dengan UU No. 12 Tahun 200K. yakni: I ) kewenangan 

'BhciiNiunin Hoisscin, Strategi Implemenlasi Kebijakan, Jumal Mli'l, No 13, 2001 Hlin 
61 
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otonomi yang luas, nayata dan bertanggungjawab bagi daerah kota/kabupaten 

serta 2) oionomi yang terbatas unluk daeridi propinsi. Untuk daerali 

kabupaieii/kota. yang dimaksud dengan kewenangan yang luas dimaknakan 

sebagai keleluasaan daeiah untuk menyelenggarakan pemerintaiian yang 

mencakup kewenangan seiunih bidang pemerintaiian kecuali bebrapa bidang yang 

diuius pusat. Kewenangan itu dimiliki kabupateiv'kota secara utuli dan bulat inulai 

dari perencaiiaan, pelaksanaan, peiigawasaii, peiigeiidaliaii dan evaluasi. Otonomi 

yang nyata artinya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta 

tumbuh, hidup dan bcrkembang di daerali tersebut, .Artinya kewenangan akan 

suatu urusan liarus daiang dari inspirasi dan aspirasi yang berkeiiibang dalam 

masyarakat, sehingga dapat dimiiiigkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata 

ini, otonomi di setiap daerah otonomi bervariatif, tergantung ke' utuhan dan 

kondisi masyaiakat dan lingkung iinya. Oionomi j U i i g benanggungjawab adalali 

berupa perwuiudaii tanggungjawab sebagai konsekwensi penibeitan hak dan 

kewenangan kepada daerah dalam beniuk tugas dan kewajiban yiuig hams dipikiil 

oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian oionomi,berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejaliteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan 

kehidupan demokrasi, keadilan dan pemeralaan serta peiiieliliaraan luibung.U! 

yang serasi antara pusal dan daerah serta anlai daerali dalain kerangka mcnjaga 

keutuhan N K K I . 

W'alaupun otonomi daerah memiliki makna yang penting dan strategis, 

naniun dalam praktekiiya kekuasaan kewenangan oionomi daerah dipengaruhi 
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oleh bentuk negara. Daiain suatu negara kesatuan, otonomi daerali diberikan olh 

peinerimali pusat, sedangkan pemerintali daeraii hanya mciierima penyeralian dari 

pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otoiutnii daerah dinegara federal, 

diinaiia oionomi Jacrah lelah meiekal pada negara-negara bagian, sehingga 

unisan yang dimiliki oleh pemeintah fedral pada hakikatnya adalah unisan yang 

diseralikan oleh negara bagian. 

Koiistelasi tersebut meiuiiijiikkan bahwa dahuii negaia kesatuan 

kecenderungan kewenangan yang besar berada tli cenirai government, sedangkan 

dalam negara federal kecenderungan kewenangan yang besar berada pada hKu! 

governmeni. Hal iiii menycbabkaii pemerinlah daeran llocai government) dalain 

negaia kesatuan sepeni Indonesia, lebih banyak menggaiitungkan otonominya 

pada political will pemerintah pusat. yaitu sampai sejatih niana pemerintali piisat 

mempuntai iiiat baik untuk memberdayakan locnl government melalui pemberian 

wewenang yang lebih besar. 

Walaupun pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daearli s :ara formal 

diterima sebagai prinsip penyclei ggraan pcnicrinli..iiin ilan pembangiinan, daiani 

prakteknya ada saja kecenderungan pelaksanaan sentralisasi. Penyebabnya adalah 

aiiggapan dan keyakinan pembuat kebijakan baliwa usalia peiiibaiigunan akan 

efektif dan etlsien bila dilaksanakmi secara leipusal. ide im diyakini dapat 

mcningkatkan lajii inodernisasi, mempercepal perubahan sosial ilaii polilik. 

ineningkatkan kesempatan kerja dan menuinpiik modal untuk investasi 

pembangunan. Ide ini pula yang membenkan kesempatan kepada negara untuk 
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mengambii inisiatif. mempercepat dan mengcndalikan pembangunan ekonomi. 

Upaya sentraiisasi pcrencanaan akan memberikan arab dan kontrol yang tepat. 

Strategi sentralisasi pemerintaiian dan pembangunan ternyata lebili 

mcngunlungkaii kepeniingan Icmbaga-lembaga pemerinlah, yang sehanisnya 

didirikan untuk berfungsi sebagai generator penibanguinm. Bahkan mereka selalu 

meiidominasi dan inembebankan berbagai aturan secara bcrlebihaii kepada 

masyarakat lokal aiau daerali yang seharusnya mereka yakini. Karena itu lahirlali 

berbagai krilikan terhadap sentralisasi sehingga meliiliirkaii penerapaii 

desntralisasi pemerintahan dan pembangunan. 

Daiani konteks pcmbangunan, desentralisasi ditujukan untuk 

meiiingkaikan pembaiigimaii masyarakat dau pcinbanguiiaii sosial demi 

peiccpalan peningkatan kesejaliteraan masyaiakat Desentralisasi dan otonomi 

diyakini dapat nienjawab tuntutan penieraiaan pembangunan sosial ekonomi, 

penyeienggaraan pemenntalian dan pembangunan poiitik yang efektif. 

Desentralisasi pada akliirnya dapat meiijaniin peiianganaii variasi tuntutan 

masyarakat secara tejiat dan eepai. 

Berbagai pemikiran tentang desentralisasi dan otonomi ini nienjelaskan 

bahwa persoalan desenlralisasi dan otonomi daerah berkait crat dengan 

empowermeni dalam aril memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada 

masyarakat liaciah unlnk beiprakarsa dan mengambii keputusan. i'.ihpowermmt 

menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggungjawab dari organisasi 

ditingkat daeraii unluk dapal meiiyusun program, memilih altematif dan 

mengambii keputusan dalam mengiinis kepentingan niasyai'akai. Dengan 
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empowerment, institiisi pemerintah daerah dan masyarakat akan mainpii memberi 

akses bukan hanya terhadap pengambilan keputusiin ditingkat daeran tetapi juga 

mampu memberikan akses lerhatlap pengambilan keputusan di tingkat pusat yang 

bcrkaitan dengan kepcntingiui penduduk dan daeralinya. 

Dari berbagai pemikiran di atas dapat diketahui bahwa urgensi pemberian 

otonomi daerali meliputi; pertaina, upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, upaya melancarkan [lelaksiinaiui 

pembangunan, Ketiga, ineiiingkalkan [leran serta masyarakat dalam prose.s 

demokrasi pemerintahan. 

C . Perkembangan Kunsep Implementasi Kebjakan 

Implemenlasi program pemerintah dari tiga sudut yang berbeda yaitu 

pertama, peinrakarsa kebijakan.'pembuat kebijaksanaan. Redua, pejabat-pejabat 

peiaksana di lapangan dan yang ketiga, aktor-aktor perorangan di luar badan-

badan pemeriiUitliaii kepada siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran 

(target group), Hal ini berarti implementasi kebijaksanaan dan strategi merupakan 

desain pengeloiaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk 

mencapai liiigkai imegrasi yang liiiggi dari seluruli uiisui' yang terlibat yaitu 

niaiiiisia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya, 

keseniuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaian organisasi. 

Dengan perkalaan lain ruang lingkup dari kegiatan manajerial yang dihiibungkan 

dengan implementasi dapat dikalakan sama dengan seluruli proses administrasi 

dan manajemen yang terlaksana dalam suatu organisasi. 
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Kendala-kendala dalam implementasi kebijakansanaan yang dinamakan 

oleh Andrew Ounsire sebagai Impicmcntmion gup'"^ yaim suatu keadaan daiam 

pioses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya 

perbcdaaii anfara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat 

kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi 

dari pelaksanaan kebijaksanaan). Perbedaan tersebui tergantung pada 

implementation capacity dari organisasi birokrasi pemerintaiian atau kelompok 

orgaiiisasi/aklor yang diperaya mengemban tugas mengimplemenlasikan 

kebijaksanaan tersebut. 

Untuk inengetahui kiiierja suatu implementasi kebijaksanaan dapat 

digiuiakaii konsep "keberliasilan" yang dalam khazanali ilmu m.uiajeineii dikeaal 

dengan efisien dan efektivitas. Secara sederhaiia kcberhasilan dapat dilihat dan 

dua sisi, yaitu sisi keberhasilan daiam mencapai tujuan (sasaran) dan keberliasilan 

dalam proses (pelaksanaan). 

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlaJi sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme pcnjabaran kcputusan poiitik kc lialam prosedur rutin icwa! 

saluran birokrasi melainkan lebih dan itu, ia menyangkut masaJah kontlik dan 

keputusan siapa meinperoleh apa dan suatu kebijakan. Kaiena itu tidak terialu 

salali bila dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari 

kcseluruban proses kebijakan pemerinlah, Udoji dengan tegas mcngalakan bahwa: 

"ihe execmion of policies is as imporlanf if nol more imporfani than policy-

'"'Aiidrcu Duusirc (DaJaiii Solichin Abdul Wuluib). Analisis Kfhi/aksamian, Bumi 
Aksaia. Jakaila, 1997. Hlu), dl 



making. Poiiaes w ill remain dreams or hhte prints file jackets unless they are 

implemented""' 

Banyak pengalanian meinperlilialkan baliwa kebaiiyakan penienntaii di 

diiiiia ini sebcmiinya barn mampu unluk mengcsahkan kebijakan dan belum 

sepenuhnya mampu menjamin balnva kebijakan yang lelah disahkan itu benar-

benar akan meniiiibulkaii dampak atau perubalian lenentu yang diharapkan. Hal 

ilu berarti pemerintali belum efektif daiam niengimplemeiuastkan kebqakan yang 

diletapkaiinya sendiri. Gejala yang nienjelaskan suatu keadaan ili mana dalam 

proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara 

apa yang diharapkan/direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang 

senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi diui pelaksanaan kebqakan oleh 

Andrew Dunsire disebutkan dengan istilab Implementation gap. Bi ar kecilnya 

perbedaan tersebut sedikit baiiy;' akan tergantui.^ pada apa yang oleh Walter 

Williams disebut dengan Implementation capacity"' dari orgaiiisasi/aktor atau 

kelompok organ.sasi yang dipercaya untuk mengemban tugas meiaksanakan 

kebijakan tersebui. Implementation capacity athilah kemampuan aktor atau suatu 

organisasi untuk meiaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga 

ada jaminan baliwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalain dokumen 

formal kebijakan dapat tereapai. 

Sesungguhnya setiap kebijakan pemerintah iiiengaiidung risiko kegagalan 

yang tinggi. Ada dua katagori pengertian kegagalan kebijakan/y)o//( v failure 

"'Udoji (Daiam Solichin Abdul Wahab), Anah.as Kehiiak.'iuiuhin . Bunii .Aksara, Jakiuia, 
1997, Him 59 

'•'^Valler Williams (Dalam Solichin Abdul Wahab), Analisis Kebijaksanaan, Bumi 
Aksara^jakana, 1997. Him. 61 
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sebagaimana diungkapkan oleh I logwood dan Gvinn, yakni non impiementation 

atau tidak terimplemeniasikan dan kategori unsuccessful implementation atau 

implementasi yang tidak berhsil. Non implementation lierarti suatu kebijakan tidak 

dilaksanakan sesuai reiieana, iiuingkin kaiena pihak yang terlibal dalain 

pelaksanaannya tidak man bekerja sama atau lidak bekerja sama secara tidak 

efisien, bekerja setengali hati, atau kaiena tidak sepenuhnya inenguasai 

perniasalaliaii, atau kemungkinan permasalalian yang diselesaikan di iuai 

jaiigkauaii kekiiasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan 

yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar 

dipenulii. 

Unsuccessful implementation atau implementasi yang lidak berhasil 

biasanya terjadi manakala suatii kebijakan lelah dilaksiinakan sesu.ii rencana 

nainun mengingat kondisi ekstemal ternyata tidak mengaiitungkan. kebijakan 

tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akliir yang 

dikeliendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki risiko gagal itu diseliabkan oleh 

faklor bad execution atau pelaksanaannya \ aiig jelek ilan faktor had policy atau 

kebijakannya sendiri memang jelek atau bad luck, kebijakan itu meir aig beniasib 

jelek. 

Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat 

diiinplcmentasikan seeara efektif sehingga dinilai para pembuat kebijakan sebagai 

pelaksanaannya yang jelek atau baik pembuat kebijakan maupun mereka yang 

ditiigasi mclaksanakannya sama-sama sepakat baima kondisi ekstemal benai-

beiiai' tidak menguntungkan bagi efektivitas implementasi sehingga tidak 

file:///
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seorangpun perlu disalahkan. Dengan kata lain kebijakan itu telah gagal karena 

memang nasibnya jelek. faktor penyebab lainnya yang kerap kali tidak 

diungkapkan para pembuai kebijakan secaia terbuka kepada masyarakat ialaii 

baluva kebijakan ilu gagal karena memang scjak awal kebijakan ilu memang 

jelek, dalam artian bahwa la telali dimmuskan secara sembrono, tidak didukung 

infonnasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asuinsi-asumsi dan harapan-

harapan yang tidak realistis. 

Implemenlasi kebijakan dapat dikaji dari sudut pandang siapakah proses 

implementasi kebijakan itu dilihat. Daiam setiap kebijakan pemerinlah pasti akan 

iiieiibatkan sejumiali pembuat kebijakan yang beiusalia keras mempengaruhi 

perilaku birokrasi/pejabat lapangan atau street level bureaucrats dalam rangka 

inenibenkaii pehiyanaii alau jasa kepada kelompok sasaran. Dengan kata lain 

implementasi kebijakan khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi 

pemerintali atau berbagai tingkat struktur birokrasi dapal dilihat dan tiga sudut 

pandang sebagaimana dikemukakan Solichin Abdul Wahab, yakni: 1) pemraktusa 

kcbijakan////c center. 2) pejabal peiaksana di lapaiigan///je periphery, 3) aktor 

perorangan di luar badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni 

kelompok sasaxm\Itarget group.^'' Dengan demikian, analisis implementasi 

kebijakan harus meliputi sudut pandang ketiga kelompok iiii. 

Dari sudut pandang the center, fokus implementasi kebijakan akaii 

mencakup usaha yang dilakukan pejabat atasan atau lembaga tingkat pusat unluk 

mendapatkan kepatuhan dan lembaga atau pejabat di tingkat daeraii. uila program 

'•''Solichin Abdid Woiiab. Up lii. HIni. 63 



tcmyata tidak berjalan sebagai lana niestiiiya, maka kemungkinan akan dilakukan 

upaya penyesuaiaii teiiiadap program atau pengenaau sanksi liukuinan kepada 

pejabat yang bertangguiig^iawab atau kebijakan itu dirumuskan kembali. Meskipuii 

demikian. perlialian ulama dari pusal ini biasanya berkenaaii dengan masalah 

sejauhmana tujuan atau sasaran resmi kebijakan telah tercapai, dan apakah alasan 

yang menyebabkaii tujuan dan sasaran tertentu tercapai atau tidak. 

Dari peispektil" the periphery atau pejabat lapangan, implementasi 

kebijakan akan terfokus pada lindakan alau perilaku para pejabat dan instansi di 

lapangan yang daiam upaya uwtuk nienangguiangi gangguan yang terjdi di 

wilayali kerjanya yang disebabkan oleh usalia-usaJia dan pejabat hiin di luar 

instaiisiiiya demi lierhasilnya kebi jakan dimaksud. 

Akhiniya imptementasi dari perspeklif target goup lebiii Icrkait dengan 

jaminan kelompok sasaran dan masyarakat seluniiinya untuk dapat menerima dan 

nieiiikniati hasil atau keuntungan dari kebijakan. Jika masyarakat diharapkan 

menjadi pihak yang akan menikmati hasil kebijakaii//)tr//e//Varit'.v. maka 

pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan dan jierscpsi para 

pejabat pusat yakni sejauhmanakaii pelayanan yang direncanakan melalui 

kebijakan itu benar-benar lelah dibenkan. Sekalipuii demikian, kelompok sasaran 

ill! kemungkinan akan lebih meiiutsaikan perhatiaii pada permasalalian apakali 

peiayanan/jasa yang telali diberikan lei-sebuf benar-benar mengubali jiola 

hidupnya, benar-benar membenkan dampak posilif daiain jangka panjang bagi 

peningkatan mulu hidup lennasuk pendapaian mereka. penialiaman yang 

menadalam akan persepsi terget goup mi sangat penting aninya kaiena 
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nieimmgkinkan mereka peka atau responsif mengantisipasi political feedback dan 

peka terhadap asumsi-asumsi perilaka/Ac/ic/v/o/'u/ assumption yang mendasari 

seliap forinulasi kebijakan publik. 

D . Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 

implementasi kebijakan otonomi daerah merupakan suatu upaya untuk 

mencapai tujuan-tujuan otonomi dengan sasaran tertentu dan dalam waktu 

terlenlu. Dengan demikian yang diperlukan dalain implemenlasi kebijakan 

otonomi daeiah adalali tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu 

rencana pemntukan.Lewis A. Guiin & Bnaii W Hoogwood merumuskan 

implementasi sebagai; "is seen essenlialy us a technical or managerial 

problems".^'^^ Hal itu berarti aspek teknis dan manajemen dalam organisasi 

menipakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam 

kebijakan. Proses implementasi kebijakan baiu dapal dimulai bila tujuan-tuiuan 

kebijakan publik telali ditetapkan, program-pro gram jielaksmiaan telali dibuat dan 

dana dialokasikan luituk pencapaian tujuan kebijakan dimaksud. 

Berpijak pada sudut pandang ini, studi tentang implementasi kebijakan 

otonomi daerali menjadi semakin mendapatkan perliatian, dengan asumsi dasar 

bahwa kegagalan dari banyak program desntralisasi yang dilancarkan dengan 

liebal adalah akibat langsung dan masalah-inasalah yang timbul di masa 

implementasi kebijakan dan pro gram-pro gram teisebut. 1 lal ini liarus disadari 

karena proses implementasi kebijakan otonomi daerali selalu melibatkan 

'•*'LcMMs A. Gunii & Brian W Hoogwood (Dalain Hainbang Sunyguna). Hukum JJun 
Kehijukiin Pubhk. Suiar Gianka. Jakaila, l994Hlin, 1.17 
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iingkungaii dan kondisi yang berbeda di setiap lempat organisasi dan waktu. di 

inana setiap organisasi penienntaii daerali bekerja dalam konteks sosial yang tidak 

sama seliingga meiiiuiigkiiikan terjadinya hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi Karena disetiap organisasi birokrasi peinerintaii daeiah (erdapal 

kecendeningan di antara para peiaksana untuk menggaiiti tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan alau setidak-tidaknya niunculnya tindakan aktor peiaksana yang 

menghasilkan keuntungan tertentu, iiaiiuiii berdampak iiiengliaiiibat tujuan 

organisasi pemerinlah daerah ineialui lujuan kebijakan otonomi daerah yang telali 

ditetapkan. 

Implementasi kebijakan t onomi daerali t...cuv lianva sckedar merupakan 

mekanisme bagaimaiia menterjemahkan tujuan-ltijuan kebijakan otonomi daerali 

kepada prosalur rutin dan teknik, melainkan iebili jauh dari pada ilu, melibatkan 

berbagai faktor niulai dari suniber daya. hubungan antar unit organisasi, tingkat-

tingkat birokrasi samapi kepada golongan poiitik tertentu yang mungkin tidak 

menyetitjui terhadap kebijakan yang sudali ditetapkan. Berbagai faktor itu selalu 

saja terdapat dalam setiap lingkungan pemerintahan daeraii yang senanliasa pula 

berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitaniya, 

Implementasi kebijakan otonomi daerali pada umuinnya diseralikan 

kepada lembaga-leiiibaga pemerintaiian atau birokrasi daiani berbagai jenjaiigiiya 

hingga yang leiendah, Disaniping itu, setiap pelaksanaan kebijakan publik inasili 

harus menierhikan pembentukan kebijakan pelaksanaan daiam bentuk peraturan 

pertuidang-undaiigan. 
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Iniplemantasi kebijakan otonomi daeraii biasanya lerpauit sejunilah aktor 

peiaksana dalam berbagai kedudukan. Para peiaksana kebijakan otonomi daerali 

adalah para aktor birokrasi pemerintah daerah dan masyaiakat yang masing-

niiisiiignya dibebankan dengan penggunaan kewenangan dan sarana tertentu, 

Organisasi peiaksana meliputi keseluruJian pada aktor peiaksana dan pembagian 

tugas masiiig-niasing. Dalam kaitan ini. masing-masing berusalia mencapainya 

dengan cara mengajukaii tuiitulaii-tuntutaii atau kebutuhan mereka dalain prosedur 

alokasi smnber daya. Baiikaii sering leijadi baliwa tujuan-tujuan dari para aktor ilu 

bcneiitangan satu sama lain. Dimana hasil akhir dari proses perlentangan ini serla 

akibatnya mengenai siapa yang memperoieli apa, akan diteiitukan oleh hubungan 

strategi sumber biaya dan posisi kekuasaan dari tiap aktor yang eriibat. Apa yang 

diimplemcnlasikan dengan demikian adalali iiasil dari siialu perhitungaii 

kepentingan-kepentingan poiitik atau keiomijok yang saling berkompetisi 

terhadap sumber daya yang bersifat langka. 



BAU.ll l 

PEMBAHASAN 

A. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat 

perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telali dicapai. 

Organisasi dapal dikalakan efektif bila organisasi teisebut dapat sepenuhnya 

mencapai sasaran yang lelah ditetapkan. Ffcklivilas umumnya dipandaiig sebagai 

tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian, pada 

dasamya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi 

scMiai yang diteiapkaii, Efektivitas adalah sebera baik pekerjaan yang dilakukan, 

sejaiili mana seseorang menghasilkan keluaian sesuai dengan yang diiuuapkan, Iiii 

dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai 

dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperiiatikaii waktu, 

tenaga dan yang lain. 

Dalam mengukiir dimensi alaii kriteria efeklivilas, banyak diguiiakan 

model yang bervariasi. Ukuran efektivitas yang universal dikemukakan oleh 

Caiiipbell, yaitu: "Kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, laba atau 

penghasilan, pertumbulian, pemaiifaaiaii lingkungan. stabilitas, peiputaraii atau 

keluar masuknya pekerja, keniangkiran, kecelakaaii. seinangal keija, molivasi, 

kepuasan, peneninaan tujuan organisasi, kepaduan konplik-konplik, kompak, 

keluwesaii adaplasi. penilaian objek pihak luar". 

29 



30 

Berkenaan dengan konsep efektivitas, maka apabila konsep pelaksanaan 

otonomi daerah dipandang sebagai suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan atau 

perwitjudan hak, wewenang dan kewajiban daerali, uiimk mengatur dan iiiengLuus 

rumah tiuigganla sendiri, nuika efeklivilas peiaksiiiiaaii otonomi daerah dapat 

dikemukakan sebagai suatu kondisi vang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan 

daiam pelaksanaan atau perwujudan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dengan kata lain efektivitas 

pelaksanaan oionomi daerah berkailaiulengaii tingkat pencapaian lujnaii otonomi 

daerah daiam meniiigkatkan kesejaliteraan masyarakat. 

Seperti dikemukakan lordaliulu daliwa tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah, yaitu uiitiik nienuingkiiikan daerah yang hersangkutan mengatur dan 

mengurus rumah langganya sendiri, unluk ineningkatkan daya guna dan liasil 

guna pelaksanaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan pembangunan. Otonomi berguna untuk peiigalokasian dan 

pendistribusian kekuasaan. peiidelegasiaii wewcn<mg dan tangguiig jawab. 

pengambilan keputusan yang berkualitas dan pengakomodasian pailisipasi, 

pengurangaii beban pemerintah tingkat atas, penumbuhaii kemandirian dan 

kedcwasaan daerah. U U No. 32 taliuii 2004 sebugaimaiia telah diubah U U No 12 

taliun 2008 tentang Peiiiei intaliaii Daerah, secara tegas mengatur arali yang hams 

ditujui scluruh slakliolders pemerintaiian daerali yakni mempercepal perwujudan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan piblik, 

keberdayaan masyarakat dan optimalisasi peransena masyarakat dalam 
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pembangunan dengan mempenimbangkan potensi daerah dan karaktenstik 

perkembangan masyarakat itu sendiri. 

Dengan demikian efektivitas pelaksanaan otonomi daerali antara lain 

berkailan dengan sejauh mana kegiatan petncriiKah daerali dapal meiaksanakan, 

meiviijudkan dan ineningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan 

kcputusan, panisipasi masyarakat, pelaksanaan pcmbangunan dan juga 

penyelesaian berbagai permasalalian daiani pelaksanaan otonomi daeiah. Seeaia 

teoritis, efektivitas pelaksanaan otonomi daerali adalah lingkat pencapaian lujuan 

otonomi daerah, sebagai hasil pelaksanaan atau perwujudan hak dan wewenang 

daerali untuk mengatur dan mengurus nmiali tangga daerali secara produktif, 

berkualitas, efisien, pleksibel, memuaskaii, uiiggiii dan berkembang. 

Berdasarkan beberapa kriteria ukuran efektivitas tersebut, paling tidak 

terdapat sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran efektivdtas dalam 

pelaksanaan otonomi daerali, yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fieksibilitas , 

kepuasan. Berkaitan dengan kiateria tersebut menumt (hbson, yakni: 

1. Pioduksi atau produktivitas, ineiicenninkHii kemampuan 
organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti 
yaiig dituntut oleh lingkungan, 

2. Mulu/kualilas, produk yang memeiiulii harapan pelaiiggaii dan 
klien untuk kinerja produk dan jasa, dengan ukuran dan penilaian 
nuitu berasal dan pelanggan dan masyarakat, 

3. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibidang masukan, 
mcmfokuskaii pada siklus. masukan proses keUiaraii, dan bahkan 
inenekankan pada elemcn masukan, 

4. Flesibilitas menyangkut kemampuan organisasi untuk 
mengalilikan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas 
yang lain guna menghasilkan produk dcui poiayantin yang baru dan 
berbeda, meiiagggapi penninlaan masyarakat, 

5. Kepuasan ditujukan pada perasaan masyarakat terhadap pekerjaan 
mereka dan peran di organisasi serta [lertiii.bangan iiianfiaai yang 
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diterima pastisipasi, demikian pula oieii pelanggan dan 
masyarakat.'^' 

Konsep kriteria-kritcria tei"scbut, meitnnjukkan bagaimana cara 

menentukan lingkat efeklivilas kegiatan organisasi, dan disampiug ilu pula, 

m en gi syarat kan balnva dalam snatii organisasi memerUikan (\ cm ampii an -

kemampuan tertentu dalam menciplakan produk dan jasa pelayanan bagi individu 

atau kelompok yang dilayaninya, secara internal dan ekstemal dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan, Dalam konteks pelaksanaiin oionomi daerah, maka untuk 

mewujudkan efeklivitasiiya, organisasi pemerinlah daerali otonom iiiembutiihkan 

kemampuan-keinainpuan teitemu untuk dapat iiiengelola dan mengembangkan 

kehidupan daerah dan masyarakat. 

Dalain suatu proses kebijaksanaan, mcnurul Andrew Oimsiie selalu akan 

terbuka kemungkinan teijadinya perbedaan antara apa yang diharapkan 

(direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai 

(sebagai hasil alau presiasi dari pelaksanaan kebijaksanaan).''" Kebijaksanaan 

tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang 

terlibat di daiam pelaksanaannya tidak man bekerjasama, atau mereka telah 

bekerja secara tidak efisien alau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai 

peniiasalaiian atau kcmungkman pcrmasalaliaji y;uig digarap diluar jangkauan 

kekuasaannya, seliingga betapapun usiiha meieka hamhatan-liambalan yang ada 

tak saiiggui) nierel-:a tanggulangi. Akibatnya imidemenlasi yang eiektif sukar 

untuk dipenuhi. Impiememasi yang tidak berhasil biasanya teijadi manakala suatu 

'^'Gibson (Uulam I . Nyoman Sumanadi). Op. Cil, Hlni IU7-IU8 
""Adrew Dunsire (.Dalam Solichin Abdul Waliab). <>/• tHim. I(W 
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kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namim 

niciigingat kondisi ekstenial leniyata tidak menguntungkan sehingga 

kei>ijaksanaan lersebtit tidak berhasil dalain mevvuindkau dampak alau hasil akhir 

yang dikeliendaki, Ifiasaina kebijaksanaan yang mciniliki lisiko untuk gagal itu 

disebabkan oleh faktor-faktor: pelaksanaannya jelek, kebijaksanaannya sendiri 

memang jelek atau kebijaksanaan itu bemasib jelek. 

Goggin, menjelaskaii baiiwa ada tiga peispektif implementasi yang 

ditonjolkan yakni: ( I ) proses, (2) output, dan (3) outcomes Efektivitas 

implementasi kebijaksanaan da'̂ at dilihat dar. t^erspeklif "procces". dan 

perspektif "result". Perspcktif result inilali yang kemudian dipcrinci menjadi dua 

sub perspeklif lagi yaitu output dan ouleonies."' 

Perspeklif proses mcnilai efeklivilas implemenlasi kebijaksanaan tiari 

sudut seberapa jauh peraturan-peraturan, atau mandat-mandat yang sudali 

ditetapkan pada tingkat atas diefektitkan pelaksanaaimya oleh pemerintali alau 

apaiat tingkat bawali. Jadi yang dimaksud disini adalah rangkaian keputusan dan 

indakaii aksi atau aktivitas, \aiig diambil pada lingkat daerali yang diaiahkan bagi 

pengefektivan suatu mandat dan keputusan yang lelaJi di ambil pada tingkat pusat. 

Yang ditekankan disini adalali kesesuaiaiinya dengan bunyi peraturan, atau 

mandat tanpa merubaluiya. 

Perspektif "process" atau "compliance" tersebut sebagai peispektif yang 

tidak memadai untuk inenilai apakah implementasi suatu kebijakan eketif alau 

tidak. Karena bisa saja secara prosedural, semua aktivitas implementasi yang 

'^'Goggin (Dalam I, N\omaii Sumanadi). Op. Cit. Him 111 

file:///aiig
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dijaiankan oleh implemcntor (peiaksana) sudah sesuai dan/atau selaras dengan 

ketentuan-kctentuaii yang dinyatakan secara tegas dan auioritatif daiam Juklak dan 

juknis, akan tetapi keberhasilan yang sitainya prosedural tersebut tidak menjamin 

baiiwa tujuan yang hendak diwujudkaii sudali tercapai atau persoalan yang heiidak 

diatasi melalui kebijaksanaan dan/atau iniplementasinya tersebui sudah teratasi. 

Dengan kata lain efektivitas implementasi pada lingkat prosedural tidaklali 

ideiitik dengan efektivitas implemenlasi secaia subsiaiisial. Yang dimaksud 

dengan siibstaiisial di siiii adalali menyangkut tujuan dan persoalan dasar yang 

hendak dipecahkan melalui kebijaksanaan. Implementasi yang mampu mengatasi 

persoalan dasaniya, berani dapat dikatakan sebagai implementasi yang efektif 

secara subsiaiisial. Tanpa mengurangi penlingnya elektivitas tingkat prosedural, 

efektifilas implcnicrUasi secara subsiaiisial dipandang sebagai aspek yang paling 

penting untuk dijadikan standar penilaian efeklivilas secara keselunihan. 

Efektivitas implementasi pada tingkat prosedural am merupakan salali satu 

dimeiisi saja, tidak akan memadai untuk dijadikan sebagai dasai" penilaian 

efektivitas kebijaksanaan publik jika lidak dilcngkapi dengan dimensi result-nya 

(hasil/akibat). artinya, efektivitas implemenlasi kebijaksanaan baru dikalakan 

efektif apabila terjadinya efektivitas pada tingkat prosedural {compliancLj dan 

Juga efektivitas pada tingkat tujuan dan hasil (result) yang hendak cicapai. Oleh 

karam itu selain aspek prosedural, yang tak kalah peiitiiignya adalah aspek tujuan. 

Dengan demikian sesuai dengan aspek prosedural dan tujuan yang diinginkan 

serta menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat. 
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B. Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 

implementasi kebjakan otonomi daerali mengalami liambataii yang bersifat 

iiitenial birokrasi pemerintali daerali dan faktor ekstemal yakni inieraksi antara 

lembaga pemegang kekuasaan oionomi daerah. Fakior-faklor delerminan terhadap 

implementasi kebijakan otonomi daerah dimaksud meliputi dimensi kelembagaan 

dim kepegawaian, ketatalaksanaan serta hubungan pusat dan daerali. Upaya-upaya 

mengatasi berbagai permasalalian daiani implementasi kebijakan otonomi daerali 

haiiis dimulai dengan meniperbaiki dimensi kelembagaan dan kepegawaian, 

ketatalaksanaan dan dimensi hubungan pusat dan daerah. 

1. Dimensi Kelembagaan 

Sebagai konsekuensi dan pemberian kewenangan otonomi yang luas 

kepada daerali dalam aspek kelembagaan akan diikuti langkah-langkah berikut: 

1. Likuidasi lembaga-Iembaga vertikal daerah di kator wilayah dan 
departemen kecuali urusan yang masih dioegaiig pusat, 

2. /\kan teriadi perampingan struktur kelembagaan di propinsi seperti 
hilangnya beberapa siruklur kcdinasan kecuali untuk urusan liiitas daeraii 
kabupaten/kota, 

3. Peranipirigari struktur juga lerjadi di pusal, ruiigsi deiiartemen Ickriis akan 
diganii oleh yang bersifat koordinalif dan fungsional. tenifama unluk 
menjawab kebutuhan kewenangan depaitemen leknis yang b 'rsifat lintas 
daerali propinsi.'**' 

Dengan demikian sti"ktur penienntaii akan lebih terkoiisentrasi di 

kabupateiiAota. Untuk ilu perlu diantisipasi dampaknya dalam jangka panjang, 

adanya masa trarisisi di mana pemerinlah daerah dihadapkan patia berbagai 

keterbatasan serta konflik yang cukup berat dalam manata aspek kelembagaan. Di 

sisi lam budaya ewuh pakewuh masih tertanam, adanya motif power pusat yang 
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masih kuat ditambah lagi sifat ketergantungan daerah yang masih tinggi teriiadap 

power pusat. Kebiasaan memilih pola maksimal akan sangat dibaiasi kemampuan 

keuangan di lain tihak ada kebutuhan uiiiuk tetap mempertaliankan status quo 

dengan ineneiptakan inslilusi baru giina menampiing unit organisasi yang 

dihapuskan. Dikuatirkan bahwa hal ini akan mendorong upaya penggalian PADS 

dengan berbagai cara sehingga mengesampingkaii esensi demokrasi, 

peiiiberdayaan dan pelayanan publik. 

2. Aspek Sumber Daya Manusia 

Alokasi pegawai untuk ditempatkan di daerah memerlukan kualifikasi 

tertentu untuk menjalankaii tiingsi-tuiigsi baru di daerali kabupaten/kota. 

Keberadaan pegawai yang lidak qiiahiied akan meiupersiiiil peiwuiudan 

administrasi yang prima, kualitas dan kuanlitas sarana dan prasarana yang ada di 

pusat dialihkan ke daerali sepanjang sesuai dengan kebutuhan daeiah. Kesiapan 

manajemen pemenntalian di daerali untuk inengelola secara etisien semua liiiigsi 

stiiikliir yang dimilikinya dapat diantisipasi bahwa dalam masa transisi akan 

banyak memcrhikaii leiiaga-Ienaga ahli alau konsiillaii administrasi dan 

manajemen yang profcsioiial dan teipercaya. 

.? Dimensi ketatalaksanaan 

Perubahan dalam aspek ketalalaksaiianii .'•ehagai konsekuensi kebijakan 

otonomi daerah antaranya meliputi: 

1. Kepala daerah sebagai chief of executive. 
2. Fungsi legislatit dipegang DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyal, 
3. Kepala daerali dipilili ru^yat dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
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A. Kepala daerah dengan yersetujuan DPRD memiliki tingkat kewenangan 
yang luas dan utuh dalam meiaksanakan otonomi di daeralinya tennasuk 
membentuk kecamatan, desa dan keiuralian, mengangkai, menggaji dan 
memberikan tunjaiigan ksehataii pegawai serta melakukan pinjaman antar 
daerali dan ke luar niegeri.' '' 

Dengan kewenangan yang luas dan ulub ini. persoalan yang dikualirkan 

adalah terjadinya pemusatan kekuasaan pada kepala daerah, terutama menyangkut 

lemahnya ftingsi pengawasan dan kontrol DPRD atau terjadi sebaliknya, DPRD 

yang menjalankan I'ungsinya secaia tidak utuli balikan cenderuiig over sehingga 

mcnciptakan instabilitas cksckulif dan berdampak pada melcmalinya Icgilimasi 

riil kepala daerah. 

Selain itu peluang terjadinya penyiinpangaii sangat dimungkinkan 

terutama bila antaia kepala daeiah dan DPRD beiada dalam posisi yang searah 

unluk kepeniingan tertentu misalnya sama-sama dari partai poiitik mayoritas. 

Maka untuk itu daiani aspek ini fungsi lembaga kontrol dari luar DPRD, 

khususnya masyarakat sangat dibutulikan. l erlepas dan semua ilu, daiain menjaga 

koiisistensi semaiigat UU Otonomi daerali, maka hiuus diikuti dengan konsisteiisi 

peraturan perundang-undangan dibawaliiiya baik Peraturan Pemerintah (PP) 

maupun peraturan menten (Pennen), peraturan desa dan peraturan pelaksanaan 

lainnya. 

4 Utihtingan Pusat dun Daerali 

Adanya pergeseran wewenang yang selama ini selalu dipegang pusal 

menjadi kewenangan daerah akan memiliki konsekuensi terhadap aspek perilaku, 

Peiidelegasian yang utuh dan bulat ke daerali maka secara perlahan pusat 

'"76;./. Him 136 
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perkembangan dan pembangunan nasional di masa depan tidak lagi berada pada 

pusat tapi akan menyebai" ke daerali. Penyebaran Iiasil pembangimanpun akan 

secara tidak langsung ikui tersebar ke daerah 

Di luar dimensi kesisteman di alas, lanlangan yang paling hual adalali 

kualitas SDM, baik kualitas para pelaku maupun masyarakat. Adam kebutuhan 

kualitas SDM pegawai berarti ' agaimana dalan. lempo yang relatif pendek, 

dibutulikan banyak kualitas pegawai tertentu untuk mengisi pos-pos pemerintali 

daerali. Kualifikasi pegawai yang ada saat ini belum memadai sehingga 

dikuatirkan memberikan kontiibusi terbesar dalam menggagalkan tujuan sasaran 

implementasi kebijakan otonomi daerali. Guna mendukung sistem manajemen 

pemerintah daeiah otonom, peran serta rakyat nienjadi sangat penting. Rakyat 

juslrn diposisikaii sebagai pihak yang memiliki bargaining position yang sejajai 

dengan pemerintah serta memegang kewenangan totalitaritas yang semula 

dipegang pemerintah. 



BAB. IV 

PENtTL'P 

BcidHsafkaii uraian pada bab-bab tcrdaluilii, Icrulaiiia yang rda sangkut 

pautnya dengan permasalahan. maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran 

sebagai berikut; 

A. Kesimpulan 

1. Ffektifilas implemenlasi kebijakan otonomi daeraii baru dapa* dikatakan 

apabila terjadinya efektivitas pada tingkat prosedural {compliance) dan 

juga efektivitas pada timtkat tujuan dan 'u ^il {resiili) yang diinginkan 

sehingga dapat menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat. 

2. HambalHii implementasi kebijakan oionomi daerah bersifat inlcnial 

birokrasi pemerintahan daerah dan ekstemal yakni interaksi antara 

lembaga pemegang kekuasaan otonomi daerah, yang meliputi: 

a. dimensi kelembagaan, 

b. dimensi sumbei' daya manusia, 

c. dimensi ketatalaksanaan, 

d. hubungan pusat dan daerah. 

B. Saran-saran. 

1. Agar supaya implementasi kebijakan otonomi daerah efektif, kiranya 

pemerintah pusal dalam membenkan oionomi daerali jangan setengali hati, 

agar pemerintali di daerah dapat iiielaksaiiakaimya dengan sebenaniya. 
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Kiranya pemerintah daerah dapat lebih siap dalam kebijakan otonomi 

daerali, agar dapat mengatasi hanibatan-liambatan yang mungkin akan ada, 

khususnya dalain hal birokrasi pemerintahan daerali 
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